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Abstract

In the discussions of indigenous or customary communities, indigenous women are rarely mentioned. Research on indigenous
communities using a feminist perspective is rare. Some advocacy products also fail to mention indigenous women. Scholarly works
on indigenous women often portray them as a single entity. This article is not the result of field research on a group of indigenous
communities nor does it specifically involve indigenous women. Instead, this article is based on literature research of research
articles, advocacy documents, court decisions, and regulations related to indigenous communities. The focus of this article is on
how indigenous women are recognized by the state, specifically in the legal realm. This article is intended as a conceptual piece that
narrates the impact of women'’s exclusion from decision-making processes in the context of indigenous communities and strategies
for changing these practices.
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Abstrak

Pada pembahasan mengenai masyarakat adat, perempuan adat sering tidak disebutkan. Penelitian mengenai masyarakat adat dengan
menggunakan perspektif studi feminis pun sering tidak dilakukan. Sejumlah produk advokasi juga tidak menyebutkan tentang
perempuan adat. Pada karya ilmiah tentang perempuan adat, penggambarannya sering bersifat homogen seolah merupakan entitas
tunggal. Tulisan ini memang bukan merupakan hasil penelitian lapangan terhadap sekelompok masyarakat adat dan atau secara
khusus melibatkan perempuan adat tetapi berangkat dari penelusuran atas bahan kepustakaan, produk advokasi berupa putusan, dan
regulasi yang relevan terkait masyarakat adat. Fokus tulisan ini adalah pembahasan tentang bagaimana perempuan adat direkognisi
di mata Negara secara khusus pada ranah hukum. Tulisan ini dimaksudkan sebagai artikel konseptual yang menarasikan dampak dari
tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada konteks masyarakat adat serta bagaiman strategi untuk
melakukan perubahan atas praktek tersebut. Tulisan ini dibangun berdasarkan hasil penelusuran artikel ilmiah, putusan pengadilan,
peraturan perundangan, naskah akademik, maupun data penelitian lapangan hasil diskusi kelompok terpumpun pada tahun 2017-
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2018.

Kata kunci: feminist legal studies, perempuan adat, partisipasi publik, kekerasan struktural

Pendahuluan

Pada 2025, pembahasan tentang RUU Masyarakat
Adat kembali menjadi populer di berbagai media di
Indonesia. Secara khusus pada 8 Desember 2025, DPRRI
memutuskan bahwa RUU Perlindungan dan Pengakuan
Masyarakat Adat masuk ke Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) tahun 2025-2026 (Muazam 2026). Advokasi
RUU Masyarakat Adat yang telah berlangsung sejak
2003 sempat berhenti cukup lama dan menghangat
kembali di tahun 2010 (HuMa 2022). Akan tetapi, RUU
tersebut baru masuk di Prolegnas pada tahun 2025-
2026.RUU jugadidukung pengesahannya oleh sejumlah
organisasi masyarakat yang bergabung di Koalisi Kawal
RUU Masyarakat Adat (Muazam 2026).

Perkumpulan HuMa mencatat bahwa terdapat
sejumlah putusan pengadilan yang menjadi dasar
dari penyusunan dan advokasi RUU Masyarakat Adat.
Beberapadiantaranyayang merupakan putusan bersifat
landmark adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
10/PUU-1/2003, Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007,
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan MK
Nomor 95/PUU-XII/2014. Secara singkat, Putusan MK
Nomor 10/PUU-1/2003 merupakan putusan MK yang
pertama kali menyebutkan dan menjelaskan tentang
hak konstitusional masyarakat adat serta menegaskan
pengakuan negaraterkaitdengan kehadiran masyarakat
adat tersebut (HuMa 2022). Bagian pertimbangan pada
kutipan Putusan tersebut berbunyi:
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“...Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar
pembagian wilayah negara melainkan merupakan
penegasan negara berkewajiban
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia..."

bahwa untuk

Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 menjelaskan
tiga karakteristik Adat.
Sebagaimana tercantum pada bagian Pertimbangan
Putusan MK, khususnya pada butir 3.15.1, disebutkan
bahwa adat
yang terikat oleh tiga aspek. Pertama, terikat secara
genealogis, artinya memiliki ikatan yang terbentuk
karena hubungan darah. Kedua, ikatan tersebut dapat
juga terbentuk dengan adanya hubungan yang bersifat
fungsional karena didasarkan atas fungsi-fungsitertentu
yang menyangkut kepentingan bersama. Kepentingan
bersama ini yang mempersatukan masyarakat hukum
adat yang bersangkutan. Ketiga, kesatuan masyarakat
hukum adat juga dapat terbentuk secara teritorial
sebagai konsekuensi kelompok masyarakat tersebut
hidup bersama secara turun-temurun di satu wilayah
dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas
pemanfaatan tanabh, air, hutan, dan sebagainya.

mengenai Masyarakat

masyarakat merupakan masyarakat

Putusan MK yang menyebutkan tentang
karakteristik masyarakat adat ini sejalan dengan
apa yang disebut oleh Ariella D’ Andrea bahwa MHA
memiliki karakteristik yang bersifat subyektif dan
obyektif. Karakteristik yang subyektif adalah kehadiran
rasa kewajiban untuk melaksanakan (to comply). Ada
rasa terikat secara emosional dan psikologis baik
terhadap wilayah tempat tinggal, adat istiadat, hukum
adat, karakteristik
obyektifnya terdiri dari beberapa unsur yaitu pertama,
hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman hidup
dan alat kontrol sosial. Kedua, implementasi peraturan
(hukum adat) tersebut yang dipertahankan atau
dilestarikan dan disosialisasikan secara turun-temurun
(D’Andrea 2012).

dan kelompoknya. Sementara,

Selain Putusan MK tentang karakteristik masyarakat
adat,MKmelahirkanputusanlainnyayangjugabermakna
bagi advokasi masyarakat adat pada 2012. Putusan MK
Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengujian UU Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah salah satu
yang mendorong UU ini dapat masuk ke pembahasan
Prolegnas 2024-2029 untuk direvisi. Putusan MK Tahun
2012 memuat pengakuan atas hutan adat. Di dalam
Putusan tersebut disebutkan bahwa penguasaan dan

pemanfaatan yang dilakukan oleh negara terhadap
tanah, air, serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, harus memerhatikan hak-hak yang telah ada
sebelumnya, baik hak individu maupun hak kolektif
yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak
masyarakat adat, serta hak-hak konstitusional lainnya.
Misalnya, hak atas akses untuk melintasi kawasan
tersebut atau hak atas lingkungan yang sehat. Dengan
demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai
konsekuensi atas pengakuan tersebut, penting bagi
negara untuk memberikan pengakuan atas keberadaan
hutan adat yang harus dipisahkan dari hutan negara.
Artinya, dan
mengakui keberadaan hutan adat.

Pemerintah harus mengembalikan

Selanjutnya, Putusan MK lainnya yang bersifat
fenomenal terkait dengan pengakuan atas kehadiran
masyarakat adat di Indonesia adalah Nomor 95/PUU-
X11/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2013 yang berhasil mengubah secara khusus
Pasal 50 ayat (3) huruf e dan | dari UU tersebut sehingga
menghapus potensi kriminalisasi bagi masyarakat adat
yang tinggal dan hidup dari sumber daya hutan. Tinggal
dan hidup dari sumber daya hutan ini mencakup
aktivitas: menebang pohon, memanen, memungut
hasil hutan, menggembalakan ternak di kawasan
hutan. Penghapusan potensi kriminalisasi ini berlaku
hanya untuk mereka yang hidup secara turun-temurun
di dalam hutan - dalam hal ini yang dimaksud adalah
masyarakat adat dan tidak berlaku untuk kegiatan yang
bersifat komersial.

Selain Putusan MK, pengakuan atas masyarakat adat
juga hadir dalam bentuk masuknya pasal tentang living
law atau hukum yang hidup dalam masyarakat pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Secara khusus,
pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), diatur sejumlah hal
berikut: 1) Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya
hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan
bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini;
2) Ayat (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam
tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur
dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak
asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui
masyarakat bangsa-bangsa; dan 3) Ayat (3) Ketentuan
mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum
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yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat (1) merujuk pada potensidipidananyaseseorang
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat
walaupun aturan tersebut bukan merupakan bagian dari
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP Baru.
Sementara, Ayat (2) merujuk kepada batasan atau syarat
dari hukum yang hidup dan dapat dijadikan landasan
untuk memidanakan suatu perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1) dari Pasal 2 ini. Adapun tata
cara dan kriteria tentang penetapan apa yang disebut
sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat diatur
melalui Peraturan Pemerintah. Hukum yang hidup
dalam masyarakat ini dapat merujuk kepada sejumlah
kebiasaan dan atau aturan adat.

Baik UU KUHP baru dan semua Putusan MK yang
telah disebutkan, terlihat pengakuan bagi kehadiran
dan kehidupan masyarakat hukum adat dan masyarakat
adat oleh negara. Namun, pada sejumlah produk
hukum dan jejak advokasi yang kerap dipublikasikan
kepada masyarakat, masih belum ditemukan adanya
pengakuan atas perempuan adat yang merupakan
bagian dari masyarakat adat itu sendiri.

Pengakuan atas perempuan adat dan perjuangannya
dalam mempertahankan hak-hak masyarakat adat
sebagian besar baru ditemukan dalam bentuk karya
ilmiah. Hasil penelitian terkait perempuan adat dalam
ruang ilmiah dapat ditemukan sama banyaknya
dengan hasil penelitian tentang masyarakat adat secara
keseluruhan. Walaupun penelitian tentang perempuan
adat telah dilakukan berbagai perspektif
keilmuan, belum banyak penelitian mengungkapkan
tentang kehadiran dan tantangan yang dihadapi oleh
perempuan adat dari perspektif feminis atau dari sudut
pandang pengalaman perempuan adat. Apalagi ketika
perempuan adat berhadapan dengan aturan hukum,
baik aturan hukum adat secara internal, ataupun
hukum yang dikonstruksi oleh pihak ‘luar'—dalam hal
ini negara. Strategi yang dibangun oleh perempuan
adat juga belum cukup banyak dibahas dalam konteks
keilmuan Indonesia. Salah satu yang membahas adalah
Sulistyowati Irianto, dalam tulisannya tertulis mengenai
bagaimana perempuan Batak Toba berhadapan dengan
sejumlah tantangan terkait dengan hukum waris,
terutama waris menurut hukum adat. Dalam tulisannya,
Irianto juga mengungkapkan sejumlah pengalaman
informannya terkait dengan kekerasan, baik kekerasan
dalam bentuk fisik, psikis, maupun penelantaran oleh
keluarga besar (extended family) informan (Irianto 2012).

dari
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Selain Irianto, Zuhraini (2017) menarasikan dalam
artikelnya mengenai kehidupan perempuan dalam
masyarakat adat Sebatin di
patriarki di kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh
perempuan Sebatin membuat mereka berhadapan
dengan keterbatasan akses atas hak-hak dasar dan
bahkan kekerasan. Akan tetapi, tulisan Zuhraini tidak
secara spesifik bicara tentangisu hukum melainkan lebih
kepada pemaparan mengenai beban yang dihadapi
perempuan Sebatin di dalam lingkup kehidupannya
sebagai dampak dari konstruksi gender dan nilai-nilai
patriarki (Zuhraini 2017).

Lampung. Nilai-nilai

Masthuriyah Sa'dan dalam artikelnya
menggambarkan pengalaman perempuan yang
serupa dengan yang dinarasikan Zuhraini tetapi pada
latar masyarakat dan konteks isu yang berbeda. Pada
tulisannya, dihadirkan pengalaman perempuan remaja
Madura yang mengalami kawin paksa di usia anak atas
nama adat dan agama (Sa’adan 2015).

Pada konteks pengalaman perempuan adat di
luar masyarakat Indonesia, Sieder dan Barrera (2017)
berbicara tentang perempuan adat di Pegunungan
Andes yang berjuang mengambil ruang kepemimpinan
atau untuk berpartisipasi pada proses politik di wilayah.
Sieder juga menuliskan mengenai perempuan adat di
Meksiko yang memperjuangkan hak politik mereka dan
harus berhadapan dengan sejumlah kebijakan, bahkan
tindak kekerasan dari negara (Sieder 2016). Kedua
tulisan Sieder menarasikan tentang perempuan adat,
dalam lingkup pengalaman melakukan advokasi terkait
dengan hak-haknya, tantangan, dan strategi ketika
berhadapan dengan nilai-nilai yang dikonstruksi baik
oleh pemegang otoritas internal di dalam komunitasnya
maupun oleh negara.

Muna Ndulo (2011) melakukan penelitian terkait
dengan perempuan adat di Afrika Selatan. Ndulo
menemukan bahwa pengadilan telah lama bersikap
statis—diam, membiarkan, dan mengamini—terhadap
sejumlah praktik dan ketentuan adat yang bersifat
diskriminatif terhadap perempuan. Akan tetapi, Ndulo
juga menemukan pada sejumlah putusan pengadilan
yang dianalisisnya bahwa para hakim pada pengadilan
tinggi dan mahkamah agung (supreme court) mengakui
dan bahkan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi
manusia dan atau hak asasi perempuan pada sejumlah
putusannya. Bahkan, para hakim menyatakan bahwa
prinsip-prinsip hukum adat yang bersifat diskriminatif
semestinya tidak lagi berlaku, tidak konstitusional,
invalid, dan tidak dapat diterima pada masyarakat yang
telah berubah (Ndulo 2011).
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Pada tulisan ini, penulis tidak melakukan penelitian
lapangan yang dilaksanakan pada rentang waktu
tertentu dan intensif terhadap sekelompok masyarakat
adat atau secara khusus melibatkan perempuan adat.
Tulisan ini berangkat dari penelusuran atas bahan
kepustakaan, produk advokasi berupa putusan dan
regulasi yang relevan terkait masyarakat adat. Fokus
tulisan ini adalah pada pembahasan tentang bagaimana
perempuan adat direkognisi di mata negara secara
khusus pada ranah hukum.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai artikel konseptual
yang menggambarkan bagaimana perempuan adat
diposisikan di dalam aturan-aturan yang berlaku, baik
dalam konteks aturan hukum adat pada komunitasnya
maupun hukum Negara, serta berusaha untuk
mengungkap peran perempuan adat dalam kegiatan
advokasi. Selain itu, tulisan ini mencoba menganalisis
bagaimana perempuan adat dapat memperoleh akses
atas kekuasaan pada konteks internal maupun eksternal,
misalnya dalam rangka melakukan advokasi tertentu.

Persoalan konstruksi gender merupakan salah
satu potensi konflik utama pada masyarakat adat
yang memiliki regulasinya sendiri. Merupakan sebuah
ironi ketika isu perempuan adat tidak secara spesifik
dibicarakan baik pada lembaga legislatif saat proses
pembentukan undang-undang ataupun pada saat
penyusunan putusan oleh lembaga yudikatif. Isu
perempuan adat seolah melesap ke dalam persoalan
pengakuan negara atas masyarakat hukum adat itu
sendiri dan akses masyarakat atas sumber daya, tetapi
tidak bicara soal perempuan adat. Padahal, tidak dapat
dipungkiri bahwa perempuan adat mengambil bagian
dalam advokasi sejumlah hak masyarakat adat dalam
rangka mengembalikan dan atau melindungi akses

komunitas pada sumber daya.

Analisis atas teks hukum baik berupa rancangan
undang-undang (RUU) maupun putusan Mahkamah
Konstitusi menunjukkan bahwa masyarakat adat dilihat
secara umum. Tidak hadir narasi tentang laki-laki dan
perempuan pada masyarakat adat yang sebetulnya
pengalamannya sangat berbeda. Tidak muncul juga
narasi mengenai perbedaan perlakuan yang hadir
sebagai akibat dari perbedaan kelas dan juga gender
dalam masyarakat adat yang kerap menjadi salah
satu faktor yang juga berperan atas hadirnya praktek
diskriminasi bahkan kekerasan.

Di atas kertas—atau dalam tataran law in the book—
semua orang terlihat sama. Akan tetapi, pada tataran
implementasi di masyarakat atau law in the society

(Macaulay, Friedman, & Stookey 1995), alur cerita
dapat berubah sesuai dengan tafsir masyarakat atas
hukum tersebut atau sesuai dengan pertimbangan
‘kebijaksanaan’ dari pemegang kekuasaan dan atau
aparat penegak hukum. Hukum dapat saja menjadi
tidak menguntungkan kelompok tertentu—dalam hal
ini perempuan adat. Ketika analisis atas teks hukum
dilakukan dengan mempergunakan kacamata hukum
feminis, maka akan didapatkan fakta adanya perbedaan.
implementasi, juga akan terdapat
perbedaan pengalaman terkait dengan hukum yang
diterapkan.

Pada tataran

Dengan demikian, menjadi penting untuk
melakukan analisis dari perspektif hukum feminis untuk
menghadirkan pengalaman perempuan adat pada
berbagai konteks masyarakat adat ketika berhadapan
dengan hukum negara (yang tidak secara spesifik
mengakui kehadiran perempuan adat) dan hukum

adatnya sendiri—dengan bias patriarki.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelusuran kepustakaan
terhadap artikel ataupun buku yang
merupakan penelitian terkait perempuan
adat baik dalam konteks Indonesia maupun di luar
Indonesia (Ilvankova & Creswell 2009). Penelitian ini juga
menggunakan Estrada-Tanck (2018) dalam penelitian
terhadap perempuan dalam komunitas adat di
Meksiko dan Griffith (1984) tentang perempuan adat di
Bostwana. Selain itu, menggunakan bahan-bahan dari
laporan lembaga yang melaksanakan advokasi secara
khusus terhadap perempuan adat di antaranya hasil
laporan Jurnal Perempuan, HuMa, dan PEREMPUAN
AMAN. Kata kunci yang dipergunakan untuk menelusuri
literatur yang digunakan dalam tulisan ini adalah
perempuan adat, masyarakat adat, masyarakat hukum
adat, advokasi kelompok rentan, dan hukum adat.

sejumlah
hasil

Selain merujuk hasil penelusuran artikel ilmiah dan
data dari organisasi yang melakukan advokasi terhadap
perempuan adat, tulisaninijuga merujuk kepada anotasi
putusan pengadilan, peraturan perundangan, dan
naskah akademik. Anotasi yang dibuat oleh lembaga
digunakan dalam rangka memberikan ilustrasi terkait
dengan proses advokasi terhadap hak masyarakat adat,
khususnya perempuan masyarakat adat.

Sedikit data penelitian diskusi
kelompok terpumpun dari pertemuan yang dihadiri
oleh perempuan tokoh agama, pendeta, perempuan
adat setempat, dan perwakilan lembaga pemberi

lapangan hasil
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layanan yang dilakukan oleh peneliti di daerah Rote
dan Labuan Bajo pada tahun 2017-2018. Data ini
digunakan untuk memperkuat gambaran mengenai
bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan
adat. Gambaran tersebut berkaitan dengan bagaimana
perempuan berhadapan dengan situasi ketika mereka
terkendala dan berhadapan dengan kasus hukum. Pada
data ini dihadirkan data terkait dengan perkawinan,
misalnya ketika secara adat, perkawinan itu belum
dianggap sah menurut hukum adat. Temuan dari
penelitian tersebut masih signifikan hingga hari ini,
terbukti dengan kendala yang dihadapi perempuan
terkait dengan status perkawinannya.

Tulisan ini tidak ketat pada penelitian sosio-legal.
Namun, juga tidak berarti tulisan ini dibangun dari
sekedar tindakan meramban artikel di ruang digital.
Tidak mudah menemukan referensi terpercaya dan
cukup terbarukan mengenai perempuan adat dengan
perspektif tutur perempuan. Demikian pula dengan
putusan pengadilan, dalam pencariannya diperlukan
penggunaan kata kunci khusus untuk memastikan
apakah kasus tersebut benar
yang berkaitan dengan perempuan adat. Dengan
diungkapkannya bagaimana hukum berdampak bagi
masyarakat—dalam hal ini hukum adat dan bagaimana
kemudian masyarakat adat—aspek law in the book,
law in the society, dan law in action terpenuhi untuk
penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian sosio-
legal (Banakar & Travers 2010).

menyangkut kasus

Pembahasan

Melanjutkan pemikiran D’Andrea, terbentuknya
masyarakat adat di Indonesia dapat terjadi karena
beberapa hal. Pertama, disebabkan oleh ikatan
kekerabatan atau oleh sebab genealogis/keturunan.
Kedua, masyarakat tersebut terbentuk karena ikatan
teritorial. Ketiga, terbentuknya masyarakat itu
merupakan hasil dari ikatan kekerabatan dan ikatan
teritorial atau dengan kata lain karena aspek campuran
dari faktor pertama dan kedua. Penting untuk menjadi
catatan bersama bahwa tidak semua entitas yang
berbentuk kelompok di dalam masyarakat dapat serta-
merta dikatakan sebagai masyarakat adat, sekalipun
kelompok tersebut mendeklarasikan dirinya demikian

Pada beberapa literatur dijelaskan bahwa terdapat
perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat
hukum adat. Penggunaan istilah yang berbeda ini
juga ditemukan pada Putusan MK. Masyarakat hukum
adat dianggap memiliki karakteristik yang khas karena
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aturan hukumnya mengikat dan dipatuhi penuh
oleh anggota masyarakatnya. Hal tersebut menjadi
pembeda dari masyarakat adat yang dapat saja hidup
di dalam komunitas tertentu tetapi tidak lagi terikat
penuh dengan hukum adatnya dan dapat tinggal di luar
konteks wilayah atau teritorial asalnya. Hal yang sama
juga dikemukakan di dalam Putusan MK terkait dengan
karakteristik-karakteristik masyarakat adat.

Pertama, anggota kelompok masyarakat hukum
adat memiliki pengalaman kesejarahan yang sama.
Mereka memiliki kisah yang dituturkan dari mulut ke
mulut atau dicantumkan dalam kitab khusus tentang
perjalanan kelompok mereka dari mulai zaman nenek
moyang sampai berkembang menetap. Kedua, para
anggota kelompok masyarakat hukum adat memiliki
pengetahuan tentang asal-usul bersama, paham bahwa
nenek moyangnya berasal dari suatu tempat tertentu.
Pengetahuan tersebut dibagikan secara turun-temurun
melalui cerita rakyat bersama, misalnya, ada sebutan
khusus untuk tempat asal nenek moyang di masing-
masing masyarakat adat.

Ketiga, adanya penggunaan simbol-simbol khas
yang kepadanya dilekatkan
Misalnya, penggunaan konsep dan ritual tertentu pada
waktu-waktu tertentu yang mempergunakan benda-
benda bermakna khusus yang hanya dipahami oleh
kelompok tertentu. Hal-hal itu digunakan dalam proses
pengambilan keputusan bersama.

makna yang sama.

Keempat, hadirnya sistem nilai yang sama dan
dianggap sebagai
kelompok masyarakat hukum adat. Sistem nilai ini
bahkan juga digunakan sebagai pedoman dalam
mengatasi konflik diantaraanggota masyarakat, dengan
bertumpang-tindih dengan sistem hukum negara dan
agama yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

pedoman hidup oleh anggota

Kelima, para anggota masyarakat hukum adat
terikat dengan wilayah tempat tinggalnya dan memiliki
pengetahuan tentang lingkungan tempat mereka
hidup sebagai suatu ekosistem. Pengetahuan tersebut
diperoleh secara turun-temurun. Selanjutnya, juga
berlaku mekanisme larangan dan kebolehan terkait
dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam
tempat masyarakat itu berada.

Keenam, kehidupan anggota masyarakat hukum
adat tertata menurut suatu sistem hukum yang khas
berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting—
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Para anggota
masyarakat tunduk dan patuh, setidak-tidaknya
mencoba menundukkan diri dengan aturan tersebut.
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Sejumlah hak dimiliki oleh kelompok masyarakat
adat meliputi: 1) Keterwakilan dalam pengambilan
keputusan; 2) Hak untuk beragama asli dan diakui
oleh negara termasuk dalam dokumen-dokumen
identitas hukum. Tidak mudah bagi perempuan adat
untuk mengakses akte lahir bagi anak-anak mereka
secara khusus bagi kelompok penghayat dan penganut
kepercayaan. Perkawinan yang dilakukan di dalam
kelompok penganut kepercayaan dan penghayat
sering tidak dapat didaftarkan menurut hukum
negara sehingga akte nikah tidak didapatkan. Dengan
ketiadaan akte nikah tersebut, maka pada akte lahir/
sertifikat kelahiran anak hanya dapat dicantumkan
nama ibunya sehingga anak dianggap lahir di luar
pernikahan. Pada sebagian masyarakat di Indonesia,
dianggap memalukan karena berdampak
pada status anak tersebut sebagai anak tidak sah; 3)
Hak untuk memperoleh pendidikan; 4) Hak untuk
dilindungi dalam proses pemeriksaan hukum. Pada isu
ini terdapat persoalan iliterasi hukum negara. Aparat
penegak hukum dan pemangku kebijakan sebagian
besar masih belum memahami dan atau menerapkan
pelindungan hak terhadap masyarakat adat maupun
adat yang berhadapan
dengan hukum, baik sebagai pelapor maupun terlapor.
Misalnya, berkaitan dengan hak untuk didampingi.
Aparat penegak hukum sering belum memahami
bahwa dalam proses pemeriksaan sesuai aturan hukum
prosedural di Indonesia, tersangka perlu didampingi.
Akan tetapi, pendampingan tersebut pada konteks
masyarakat hukum adat perlu diperluas tidak hanya
pada pendampingan hukum atau pendampingan
psikologis,
dengan penerjemah yang memahami bahasa lokal dan
dapat menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia
ataupun sebaliknya. Dengan demikian, proses peradilan
dapat dilaksanakan dengan adil dan berimbang karena
komunikasi dapat dipahami oleh masyarakat adat yang
berhadapan dengan hukum. Tidak hanya tersangka
atau terlapor atau tergugat yang perlu didampingi,
perempuan adat yang menjadi korban kekerasan juga
perlu didampingi oleh pihak yang mampu memahami
setempat—selain perlu
memperoleh pendampingan secara psikologis dan
hukum; 5) Hak perempuan dan anak untuk bebas
dari kekerasan; 6) Hak perempuan menyampaikan
pendapat dan berpartisipasi secara bermakna dalam
pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan di
dalam masyarakat; dan 7) Hak untuk memperoleh
layanan kesehatan, dan lain-lain.

hal ini

perempuan masyarakat

melainkan juga pendampingan terkait

bahasa korban tersebut

Mengenai siapa yang dapat disebut sebagai
perempuan adat, Devi Anggraini dari PEREMPUAN
AMAN dalam Putu Gadis Arvia Puspa, mengemukakan
bahwa perempuan adat adalah perempuan yang
terikat kehidupannya pada suatu wilayah. Menurut
Devi, terdapat aturan, norma, dan peran sosial di dalam
kelompok tersebut sehingga menjadi satu ikatan. Ikatan
masyarakat komunal sekaligus mengikat perempuan
adat (Puspa 2025). Itu sebabnya,
perempuan adat, hak-hak mereka selalu dikemukakan
sebagai hak komunal. Hal tersebut membedakan
perempuan adat dengan perempuan yang tinggal
di kota besar dengan pengalaman berbeda karena
perempuan di kota besar lebih berbicara mengenai hak
individu.

pada konteks

Selain itu, dalam pembahasan perempuan adat,
penting untuk dipahami bahwa perempuan adat
bukanlah entitas tunggal dan permasalahan yang
dihadapi sangat kompleks. Permasalahannya tidak
hanya isu konstruksi gender, tetapi juga persoalan kelas
sehingga pertanyaan yang muncul adalah perempuan
pada kelas yang mana?

Kelas dalam masyarakat adat dapat terbentuk karena
beberapa hal, misalnya usia, keturunan (bangsawan,
orang biasa, budak/hamba), kepemilikan properti, dan
peran atau fungsi individu dalam masyarakat tertentu.
Misalnya, individu yang merupakan tokoh adat,
pemimpin agama lokal, atau orang yang dianggap sakti
akan memiliki perbawa tertentu. Sejumlah pertanyaan
lain dalam lingkup ‘perempuan yang mana’ meliputi:
1) Apakah perempuan yang termasuk kelompok elite
dalam masyarakat adat karena aspek keturunan?; 2)
Apakah perempuan yang termasuk kelompok elite
dalam masyarakat adat karena aspek keturunan/
genealogis maupun karena perkawinan?; 3) Apakah
perempuan yang termasuk kelompok elite dalam
masyarakat adat karena aspek modal finansial dan
sosial?; 4) Apakah perempuan yang termasuk dalam
kelompok elite karena memiliki akses terhadap modal
finansial dan sosial meskipun bukan bangsawan?
(misalnya pedagang dengan omzet yang besar
dan memiliki jaringan perkenalan luas)?; 5) Apakah
perempuan bukan kelompok elite tetapi memiliki hak
guna tanah karena perkawinan dan atau keturunan?;
6) Perempuan bukan bangsawan dan tidak memiliki
akses terhadap hak guna tanah? Misalnya, perempuan
dari luar desa atau dari luar komunitas adat tersebut
yang masuk ke lingkungan tersebut karena perkawinan
atau karena pindah mengikuti keluarganya—lengkap
dengan segala konteksnya.
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Penting untuk memeriksa latar belakang perempuan
dalam masyarakat adat dan tidak sekedar memandang
perempuan adat sebagai
karena akses dan hak masing-masing dapat berbeda
bergantung pada komunitas adatnya. Hal ini disebabkan
oleh pengalaman dekat perempuan adat dengan proses
eksklusi sosial dalam berbagai tingkatan. Eksklusi
sosial sendiri merupakan proses yang terjadi pada
individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu
yang dikecualikan secara utuh maupun parsial dari
keikutsertaan secara penuh dalam menjalani berbagai
aspek kehidupan di tempat tinggalnya (Kabeer 2000).

sebuah entitas tunggal

Eksklusi  dapat dikarenakan
nilai patriarki yang menyebabkan tumbuhnya relasi
kuasa dan ketimpangan antar gender di masyarakat,
termasuk dalam komunitas adat. Relasi kuasa yang
timpang, dilembagakan terus-menerus dan pada
akhirnya membatasi kemungkinan perempuan untuk
turut-serta sumbang pikiran dalam pengambilan
keputusan. Dengan  demikian, dapat terjadi

pengalaman perempuan—khususnya perempuan yang

terjadi hadirnya

tidak termasuk dalam kelompok elite—menjadi tidak
diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan tingkat
lokal bahkan nasional. Pada konteks masyarakat adat,
terjadi subordinasi di ruang publik seperti perempuan
tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Hal ini menyebabkan dalam proses pengambilan
keputusan, suara perempuan dianggap sudah terwakili
dengan kehadiran dari laki-laki sejumlah
pertemuan adat yang bersifat internal maupun yang
melibatkan pihak luar, misalnya representasi negara
atau perusahaan. Dapat terlihat situasi tersebut, pada
proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
alih fungsi tanah, pemindahan hak milik atas sumber
daya alam, bahkan pada penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi di
Indonesia, tetapi juga sebagaimana tergambar dalam
temuan Griffith (1984) dan Estrada-Tanck (2018) bahwa
dalam pengelolaan dan pemindahan hak atas tanah,
perempuan tidak memiliki akses atau terpinggirkan.

dalam

Ketidakhadiran atau bentuk eksklusi perempuan
adat dari proses pengambilan keputusan di ruang
publik juga muncul pada situasi ketika perempuan
adat tidak dilibatkan pada perencanaan mengenai
penguatan kapasitas masyarakat adat. Hal ini
berdampak pada bentuk bantuan yang diberikan selalu
bersifat konsumtif dan tidak sesuai dengan konteks
latar belakang lingkungan dan budaya perempuan adat
(Saragih 2024).
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Selain itu, eksklusi juga dialami oleh perempuan
adat dalam proses pelaporan dan penanganan pada
kasus kekerasan berbasis gender. Dalam konteks hukum
negara, proses ini tidak sepenuhnya dapat dilakukan
dengan mudah. Misalnya, kehadiran dewan adat atau
pengadilan adat di wilayah tertentu yang menjadi pos
utama pelaporan, atau nilai agama dan adat yang kuat
yang mengajarkan kepada perempuan untuk diam
apabila mengalami kekerasan pada ruang domestik
karena akan menjadi aib bagi keluarga apabila tindak
kekerasan tersebut diketahui oleh orang lain di luar
keluarga (Nurtjahyo 2020).

Ekslusi ini tidak hanya berkaitan dengan kasus-
kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi
pada ruang domestik (di dalam keluarga atau pada
hubungan antar personal), tetapi juga pada proses
pengambilan keputusan di ruang publik. Misalnya,
pada saat pengambilan keputusan dalam rapat-rapat
adat, tidak banyak komunitas adat yang membiarkan
perempuan ikut mendengarkan. Hal ini terjadi pada
masyarakat Kasepuhan Banten Kidul (Saturi 2015).

Sebagian besar komunitas adat lainnya melakukan
eksklusi
perempuan hadir pada pertemuan-pertemuan adat.
Contohnya, pada kasus masyarakat adat Dayak
Maanyan ketika terkait
pemanfaatan tanah ulayat menjadi tambang dan hutan
produksi. Keputusan ini diambil tanpa melibatkan
perempuan sehingga dampaknya adalah ekosistem,
seperti hutan, tanah, dan sungai yang rusak. Akses
perempuan terhadap bahan pembuatan kerajinan
lokal juga menjadi terhambat. Produk-produk yang
biasa dihasilkan perempuan menjadi langka yang
melebarkan dampak pada kondisi ekonomi masyarakat
setempat (Saturi 2015).

terhadap perempuan dengan melarang

pengambilan  keputusan

Begitu juga pada  konteks
keputusan berkaitan dengan kepentingan bersama.
Suara, pengetahuan, dan pengalaman perempuan
adat mengalami pengabaian. Hukum adat, tidak
memperhitungkan  ataupun  mengakomodasikan
kepentingan perempuan. Baik dalam bentuk pedoman
berperilaku—yang merupakan hasil keputusan yang
dilahirkan pada proses pengambilan keputusan,
kesepakatan dengan pihak luar maupun internal
masyarakat adat,
menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindakan tertentu.
Sering kali, pengambilan keputusan dalam rapat adat
justru melanggengkan nilai-nilai patriarki. Hal ini dapat
terjadi dalam pengambilan keputusan terkait kasus

pengambilan

serta dalam keputusan untuk
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kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT atau
kasus kekerasan seksual.

Salah satu kasus pengambilan keputusan tanpa
suara perempuan—bahkan ketika perempuan yang
menjadi
Penelitian yang dilakukan Lestarini, Tirtawening, dan
Pranoto menemukan bahwa penyelesaian secara adat
pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sering
tidak menghadirkan korban, bahkan korban diminta
untuk berdamai dengan pelaku dalam rangka menjaga
keharmonisan rumah tangga maupun keluarga besar
dan masyarakat secara luas (Lestarini, Tirtawening, &
Pranoto 2021). Hal ini menyebabkan hadirnya korban
dalam prosesi hukum adat tidak menghindarkan untuk
tetap terjadinya eksklusi atas akses korban terhadap
keputusan yang
pelindungan dan pemulihannya.

korban—ditemukan di Sumatra Barat.

seharusnya mengakomodasikan

Eksklusi yang terjadi menyebabkan adanya jaminan
atas dominasi dan keistimewaan kelompok elite tertentu
dalam masyarakat.
bahwa nilai-nilai patriarki dan upaya eksklusi terhadap
perempuan dari golongan atau kelas tertentu tidak
hanya terdapat dalam masyarakat kekerabatan yang
bersifat patrilineal—yang menarik garis keturunan dari
garis keturunan laki-laki/ayah, tetapi juga dalam sistem
kekerabatan yang bersifat matrilineal—yang menarik
garis keturunan dari garis keturunan perempuan/ibu,
atau bilateral/parental.

Penting untuk digarisbawahi

Praktik pengambilan keputusan yang mengeksklusi
perempuan menghasilkan tindakan yang membawa
kerugian bagi perempuan, seperti 1) Pelaku dinikahkan
dengan korban perkosaan sebagai bagian dari
upaya menghapus aib kampung (Nurtjahyo 2020); 2)
Perkawinananak(Zuraini2017;Sa'dan 2015); 3) Kematian
ibu dan bayi karena dilestarikannya ‘pengetahuan
dan anggapan’ yang tidak terbaharukan tentang
kesehatan atau tentang pengasuhan anak; 4) Kawin
kontrak atas paksaan keluarga demi alasan ekonomi
ketika perempuan dianggap sebagai beban keluarga.
Anggapan bahwa dengan mengawinkan anak, maka
beban keluarga akan dirasa menjadi lebih ringan. Hal
ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap perempuan
ataupun anak perempuan. Pengambilan keputusan
tentang pernikahan seakan melibatkan perempuan
atau anak perempuan dengan cara menghadirkan
mereka pada pertemuan, tetapi keputusan berada
di tangan orang tua atau dapat juga terjadi dengan
tidak melibatkan perempuan atau anak perempuan
sama sekali (Sa'dan 2015); 5) Eksklusi perempuan dari
proses pengambilan keputusan terkait alih hak atas

tanah untuk digunakan sebagai tambang atau hutan
produksi, penyelesaian sengketa atas sumber daya
alam, pengelolaan akses sumber daya alam (Saturi
2015). Pada beberapa konteks masyarakat adat, selama
proses adat berlangsung, perempuan hadir menyiapkan
sesaji, mengatur hidangan, menyambut tamu, hingga
melakukan kontrol untuk menjamin upacara adat
berjalan lancar dan sukses. Akan tetapi, perempuan
tidak dilibatkan secara substantial untuk bersama-sama
merumuskan apa yang dianggap bermakna dan bernilai
bagi masyarakatadat secara kolektif. Hanya laki-lakiyang
dianggap memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan
adat (Puspa 2025); 6) Permasalahan konstruksi nilai-
nilai adat yang tidak mengakomodasikan pelindungan
perempuan (dan anak) yang berdampak pada terjadinya
kekerasan berakar pada nilai budaya. Misalnya, kasus
kawin tangkap yang terjadi terhadap anak perempuan
maupun perempuan ketika pelaku entah sebagai
individu atau dalam keluarga mengambil keputusan
tanpapersetujuan perempuan dan membawanya secara
paksa. Pada penelitian Nurtjahyo (2020) dan Nafi et al.
(2015) terdapat kasus pembunuhan istri disebabkan
oleh konflik yang timbul sebagai akibat dari pemberian
mahar atau belis. Besaran dari pemberian mahar sering
kali diputuskan tanpa melibatkan perempuan yang akan
menikah; 7) Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak
dapat dilaporkan karena dianggap sebagai aib (Saragih
2024; Puspa 2025; Pakka 2025; Lestarini, Tirtawening,
& Pranoto 2021). Banyak keputusan adat terkait KBG,
tidak merepresentasikan kepentingan perempuan dan
cenderung fokus pada upaya pemulihan nama baik
atau membersihkan aib. Misalnya, punjung ayam atau
denda bersih kampung. Kekerasan ini juga meliputi
yang dilakukan oleh oknum aparat negara terhadap
perempuan adat; 8) Eksploitasi tenaga perempuan
seperti pengiriman perempuan sebagai tenaga kerja
migran untuk membiayai kebutuhan keluarga besar
atau upacara adat; 9) Sulitnya akses perempuan
terhadap layanan kesehatan, seperti kesehatan
reproduksi dan edukasi tentang gizi (Brahmana 2015);
10) Sanksi sosial atau adat yang berat ke perempuan
tetapi membebaskan laki-laki ketika terjadi kasus-kasus
kekerasan seksual (Zuhraini 2017). Hal tersebut dapat
terjadi karena kendala pemahaman dan sensitivitas
‘hakim adat’ terkait dengan kekerasan berbasis gender
maupun kekerasan seksual; 11) DiIndonesia, pernikahan
sering kali dilakukan melalui banyak sekali tahapan
yang melibatkan peran adat, agama, dan negara. Ketika
satu syarat di dalam aturan adat atau agama tersebut
tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan proses lain
terhambat (Nurtjahyo 2020). Contohnya, dalam posisi
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kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Maumere tahun
2013 mengenai putusan terhadap kasus pasangan yang
baku kumpul karena tidak dapat menikah secara adat,
tetapi telah memiliki anak. Pada saat pasangan tersebut
akhirnya dinikahkan secara adat, pihak perempuan
kemudian memutuskan hubungan pernikahan dan
tinggal bersama laki-laki lain (Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.MMR.); 12) Di Rote,
beberapa perempuan yang telah memiliki anak hasil
dari ‘baku kumpul’ dan tidak berani untuk mengajukan
usul menikah karena ucapan tentang pernikahan di
gereja ataupun
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
Kantor Urusan Agama, yang jika tetap dilakukan akan
membawa konsekuensi berupa caci maki dan pukulan
yang akan diterima oleh perempuan tersebut dari
pasangannya (Nurtjahjo et al. 2016). Hal ini dikonfirmasi
dalam penelitian yang dilakukan Penulis beserta tim di
beberapa wilayah di Rote dan Labuan Bajo pada 2017
dan terungkap dalam sejumlah diskusi kelompok kecil
yang dihadiri perempuan dan perempuan pemuka
agama. Mereka menyampaikan sejumlah pengalaman
dari tetangga atau jemaat terkait dengan urusan
pernikahan adat, pernikahan agama, dan pernikahan
secara hukum negara.

sulitnya mencatatkan pernikahan

Elaborasi dari berbagai kasus di atas menimbulkan
pertanyaan lanjutan berupa: Adakah praktik dalam
hukum negara ataupun hukum adat yang mewadahi
pengalaman dan melindungi perempuan? Pertanyaan
ini dapat dijawab oleh praktik dari
masyarakat adat Kasepuhan Karang yang wilayahnya

perempuan
masuk dalam Kawasan Taman Nasional Halimun
Gunung Salak. Perempuan adat di wilayah tersebut
memperjuangkan pemisahan dan hak yang jelas atas
pengelolaan tanah titipan, tutupan, dan garapan. Hal ini
dilakukan untuk menghidupi keluarga dengan sumber
pangan yang diperoleh dari tanah garapan sebagai
bagian dari tanah masyarakat adat yang berada atau
masuk pada wilayah Taman Nasional sejak kawasan
tersebut belum ditetapkan sebagai Taman Nasional
(Halim 2025).

Praktik yang dilakukan oleh perempuan di
Kasepuhan Banten juga menunjukkan keterlibatan
perempuan adat ketika prosesi rapat adat. Meskipun
tidak hadir tatap muka, mereka memiliki strategi untuk
dapat mendengarkan proses berjalannya rapat adat
dan memberikan masukannya (Saturi 2015).

Selain itu, untuk keterlibatan
perempuan ditampungnya pengalaman
perempuan dalam proses rapat adat baik ketika

mengungkap
dan
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pengambilan keputusan atau penetapan suatu aturan
di dalam masyarakat adat dapat ditelaah menggunakan
feminist legal studies (FLT) (MacKinnon 1989). FLT dapat
menganalisis sejumlah peraturan dalam masyarakat
yang kemudian dapat menentukan apakah aturan
tersebut akan merugikan atau bahkan mengakibatkan
kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, pada
pemahaman antropologi hukum, yang mengungkap
bahwa hukum itu diproduksi oleh masyarakat—tidak
hanya oleh negara, maka hukum yang hadir dalam
masyarakat adat juga dapat dianalisis dengan FLT.
Proses analisis dengan FLT mencoba melihat kembali
secara objektif, bagaimana hukum berdampak kepada
perempuan dan bagaimana perbaikan terkait aturan
tersebut dapat dilakukan agar membawa keadilan bagi
semua pada konteks masyarakat adat.

Analisis hukum dengan perspektif feminis berangkat
dari sejumlah teori yang dikembangkan dalam kajian
hukum berperspektif feminis
bagaimana suatu aturan hukum yang tampak netral
ternyata dapat merugikan perempuan. Salah satu teori
tersebut misalnya membahas tentang tiga perspektif
tentang ‘equality’ dari kacamata pendekatan protektif,
sameness, atau korektif (Kapur 1991). Ketiga cara
pandang yang berbeda ini akan memengaruhi aspek
hukum substantif yang kemudian terbentuk dan
akhirnya berdampak pada perempuan.

untuk mengamati

Dengan metode analisis FLT, diharapkan regulasi
yang dibentuk dapat dibaca kembali secara kritis. Hal
ini dilakukan untuk mengungkap ketimpangan relasi
kuasa, baik yang sudah terjadi maupun potensial terjadi
sehingga ketimpangan yang menyebabkan berbagai
bentuk diskriminasi ataupun tindak kekerasan dapat
diidentifikasi dan diperbaiki.

Berdasarkan hasil analisis terhadap produk hukum
yang ada, relasi kuasa yang timpang, baik sudah hadir
ataupun berpotensi hadir, akan teridentifikasi sebagai
dampak dari pelaksanaan regulasi dan dibangun
strategi Tindakan
dalam produk hukum negara ataupun hasil keputusan
bersama dari masyarakat adat yang lebih berperspektif
keadilan gender akan disusun dan diimplementasikan
untuk memberi hak khusus kepada pihak yang lebih
rentan, agar dapat menguatkan kapasitasnya (Sieder
2017; Picg 2012). Tindakan afirmasi bersifat sementara
sampai terjadi keseimbangan.

untuk mengubahnya. afirmasi

Perempuan adat berhak untuk mendapatkan
kesempatan belajar tentang hukum adat maupun
hukum negara.
baik dalam simulasi penyusunan peraturan adat atau

Perempuan adat perlu dilibatkan
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peraturan desa terlebih ketika pembahasan terkait
dengan perlindungan terhadap perempuan adat
maupun anak dalam masyarakat adat. Sejumlah
strategi dapat dilakukan untuk memberi peluang bagi
perempuan adat pada tingkat akar rumput. Misalnya,
pada Kasepuhan Banten,
diberikan ruang bagi perempuan—walaupun masih
menjadi pendengar—pada rapat adat melalui dinding

bambu dan secara perlahan melibatkan perempuan

kelompok masyarakat

dengan menyampaikan pertanyaan dan memberikan
kesempatan untuk menyampaikan pendapat (Lestarini,
Tirtawening, & Pranoto 2021; Sieder & Barrera 2017;
Swenson & Campbell 2016)

Upaya untuk

penyelesaian

memperkenalkan  mekanisme
konflik maupun sengketa (dispute)
pada tingkat desa juga penting untuk melibatkan
perempuan, terutama jika berkaitan dengan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun
prosesnya akan panjang, tetapi dengan penguatan
kapasitas—baik substansi dan pengetahuan beracara,
melibatkan laki-laki yang bertindak bukan sebagai guru
tetapi sebagai teman setara dalam belajar, diharapkan
dapat dilakukan. Aspek komunal adalah kekuatan yang
sekaligus dapat menjadi kelemahan sehingga proses
saling belajar dalam membangun sensitivitas menjadi
penting. Proses dapat dimulai dengan edukasi untuk
mengenali apa itu kekerasan yang melibatkan orang
muda, tokoh adat, dan keluarga muda. Pelibatan anak
muda didorong dalam rangka memiliki posisi tawar dan
relasi kuasa yang setara dalam masyarakat adat.

Penutup

Perempuan sebagai entitas yang beragam perlu
dilihat lebih mendalam. Pemahaman tersebut perlu
dimiliki oleh peneliti dari luar komunitas adat maupun
pembuat kebijakan untuk dapat memahami bahwa
akses perempuan dalam masyarakat adat dapat
berbeda di masing-masing tempat dan situasi. Misalnya,
dalam pengambilan keputusan, perempuan yang
bukan kelompok elite belum tentu terepresentasikan

suaranya.

Selain itu, partisipasi bermakna memerlukan
pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan
pada berbagai tingkat. Dalam rangka memperoleh
akses terhadap perlindungan atas haknya, perempuan
dilibatkan

dimulai dari tingkat kampung. Peran laki-laki perlu

harus dalam  musyawarah—walaupun

diperkuat dalam membangun sensitivitas gender. Hal
ini dilakukan dengan harapan tumbuhnya kesadaran

baru dalam masyarakat yang dapat memaknai
keterlibatan perempuan secara lebih positif pada
proses pengambilan keputusan, baik oleh pemegang
otoritas pada tingkat masyarakat adat maupun juga
negara, yang kemudian akan melibatkan perempuan
pada ruang pengambilan keputusan dan partisipasi
publik bermakna. Literasi perempuan terkait hukum,
baik dalam konteks hukum negara maupun adat,

merupakan hal penting yang harus diperkuat.

Lebih jauh, persoalan akses terhadap Sumber Daya
Alam (SDA) di Indonesia saat ini dipengaruhi bias kelas
dan bias gender. Akses yang mencakup pengelolaan
maupun pemanfaatan dan penikmatan SDA perlu
dimunculkan kesadaran baru yang dibangun melalui
proses pendidikan berbasis sensitivitas gender. Hal
ini diharapkan dapat menyerukan bahwa perempuan
maupun laki-laki memiliki hak yang sama atas akses
terhadap sumber daya alam.

Hal-hal di atas memerlukan pemahaman yang
komprehensif bahwa ada permasalahan konstruksi
adat vyang tidak mengakomodasikan
pelindungan perempuan (dan anak). Konstruksitersebut
menyebabkan terjadinya sejumlah kekerasan yang
berakar pada nilai budaya dan bahkan melanggengkan
diskriminasi.

nilai-nilai
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